PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 587/PMK.04/2004

TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR :

291/KMK.05/1997
TENTANG KAWASAN BERIKAT

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :

a bahwa dalam rangka memberikan kemudahan fiskal guna meningkatkan investasi di
Indonesia dan efisiensi bagi Pengusaha Di Kawasan Berikat, dipandang perlu untuk
mengubah Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan
Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor : 37/KMK.04/2002;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubaha Keenam Atas Keputusan
Menteri Keuangan Nomor : 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara
Perpgjakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3984);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3612);




5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3613);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3717);

7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004,

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 37/KMK.04/2002;

MEMUTUSKAN :
M enetapkan :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 291/KMK.05/1997 TENTANG
KAWASAN BERIKAT.

Pasal |

Mengubah ketentuan Pasal 14 huruf j Keputusan Menteri Nomor : 291/KMK.05/1997
dan menambahkan 1 (satu) huruf, yaitu huruf | setelah huruf k sehingga keseluruhan Pasal 14
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 291/KMK.05/1997 menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 14

Terhadap impor barang, pemasukan Barang Kena Pajak (BKP), pengiriman hasil produksi,
pengeluaran barang, penyerahan kembali BKP, peminjaman mesin, pemasukan Barang Kena
Cukai (BKC) ke dan/atau dari Kawasan Berikat (K B) diberikan fasilitas sebagai berikut:

a atas impor barang modal atau peralatan dan peralatan perkantoran yang semata-mata
dipakai oleh PKB termasuk PKB merangkap sebagai PDK B diberikan penangguhan BM,
tidak dipungut PPN, PPn BM dan PPh Pasal 22 impor;

b. atas impor barang modal dan peralatan pabrik yang berhubungan langsung dengan
kegiatan produksi PDKB yang semata-mata dipakai di PDKB diberikan penangguhan
BM, tidak dipungut PPN, PPn BM dan PPh Pasal 22 Impor;

C. atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah di PDKB iberikan penangguhan BM,
pembebasan Cukai, tidak dipungut PPN, PPn BM dan PPh Pasal 22 Impor;

d. atas pemasukan BKP dari Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) ke PDKB untuk
diolah lebih lanjut, tidak dipungut PPN dan PPn BM;

e. atas pengiriman barang hasil produksi PDKB ke PDKB lainnya untuk diolah lebih lanjut,
tidak dipungut PPN dan PPn BM;



f. atas pengeluaran barang dan/atau bahan dari PDKB ke perusahaan industri di DPIL atau
PDKB lainnya dalam rangka sub kontrak, tidak dipungut PPN dan PPn BM;

g. atas penyerahan kembali BKP hasil pekerjaan subkontrak oleh PKP di DPIL atau PDKB
lainnya kepada PKP PDKB asal, tidak dipungut PPN dan PPn BM;

h. atas peminjaman mesin dan/atau peralatan pabrik dalam ka subkontrak dari PDKB
kepada perusahaan industri di DPIL atau PDKB lainnya dan pengembaliannya ke PDKB
asal, tidak dipungut PPN dan PPn BM;

i. atas pemasukan BKC dari DPIL ke PDKB untuk diolah lebih Ilanjut, diberikan
pembebasan Cukai;

j. penyerahan barang hasil olahan produsen pengguna fasil Kemudahan Impor Tujuan
Ekspor dari DPIL untuk diolah lebih lanjut oleh PDKB diberikan perlakuan perpajakan
yang sama dengan perlakuan terhadap barang yang diekspor;

k. pengeluaran barang dari KB yang ditujukan kepada orang yang memperoleh fasilitas

pembebasan atau penangguhan BM, Cukai dan Pajak dalam impor, diberikan
pembebasan BM, pembebasan Cukai, tidak dipungut PPN, PPn BM dan PPh Pasal 22
Impor;

|. atas pemasukan pengemas (packing material) dari DPIL ke KB untuk menjadi satu
kesatuan dengan barang hasil olahan PDKB, tidak dipungut PPN dan PPn BM.."

Pasal 11
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku padatanggal 1 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini
dengan penempatannya dalam Berita N egara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

padatanggal 20 Desember 2004

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

JUSUF ANWAR
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